BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara
menimbulkan hak dan kewajiban suatu negara untuk dikelola dalam suatu sistem
pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengelolaan keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pada prinsipnya harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan
bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh
rakyat Indonesia yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai
landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 April 2003
Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (“UU 17/2003”).

UU 17/2003 ini mengatur secara lebih lanjut aturan pokok yang telah
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 29 UU 17/2003, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban
Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan
kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara. Saat ini pengaturan lebih
lanjut terkait kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan tersebut tertuang di
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU

1/2004”). Di dalam UU 1/2004 ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah



pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.!

Di dalam UU 1/2004 terdapat 12 (dua belas) ruang lingkup pengaturan, dan
salah satu nya adalah terkait pengaturan terkait pengelolaan investasi dan barang
milik negara/daerah. Pengelolalan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik
Daerah (BMD) adalah penting di dalam tatanan administrasi negara, yang
diperuntukan untuk pelayanan publik. Pengeloaan BMN maupun BMD secara
khusus diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (“PP 27/2014”). Pengelolaan BMN dan
BMD terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan
pengendalian, dan yang terakhir adalah terkait pemanfaatan.? Pemanfaatan sendiri
berdasarkan PP 27/2014 adalah pendayagunaan BMN/BMD yang tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja
perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan.® Pemanfaatan aset BMN dilakukan oleh Pemangku
kepentingan terkait di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Di dalam pemanfaatan aset tersebut, dikenal dua organ yaitu Pengelola Barang dan

Pengguna barang. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

! Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1
ayat (1).
Z Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (2).
3 1bid., Pasal 4 ayat (1).



bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Menteri Keuangan selaku bendahara
umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.* Sedangkan Pengguna
Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik
Negara/Daerah. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan
Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara. ® Selanjutnya
ketentuan pelaksana pemanfaatan aset BMN dilaksanakan oleh:®
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam
penguasaannya;
b. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
c. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik
Negara yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang; atau
d. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik
Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
Terkait dengan pemanfaatan BMN sebagaimana telah dijelaskan di atas,
terdapat beberapa bentuk pemanfaatan BMN vyaitu berupa:’
a. Sewa,;

b. Pinjam Pakai:

4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, Pasal 4 ayat (1).

5 Ibid., Pasal 8 ayat (1).
6 1bid., Pasal 26 ayat (1).
7 1bid., Pasal 27.



c. Kerja Sama Pemanfaatan;
d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Secara khusus, bentuk pemanfaatan BMN untuk penyediaan infrastruktur
diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka
Penyediaan Infratruktur (“PMK 164/2014”). Pemanfaatan BMN dalam rangka
penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk Sewa, KSP, dan KSPI.8
Pemanfaatan BMN antara Pemerintah dengan Badan Usaha sendiri diaktualisasikan
pada suatu perjanjian yang minimum konten dari perjanjiannya diatur di dalam
Pasal 78 ayat (1) PMK 164/2014.

Di sisi lain, dalam rangka perkembangan kemajuan ekonomi di Indonesia,
saat ini Pemerintah Republik Indonesia sedang memprioritaskan pembagunan pada
sektor infrastruktur seperti diantaranya pembangunan jalan tol, bandar udara,
pelabuhan, pembangkit listrik tenaga air/sampah, dan lain lain. Mengingat
pembangunan infrastruktur yang masif saat ini di Indonesia, maka Pemerintah
Indonesia terkendala dalam penyediaan pembiayaan untuk pembangunan
infrastruktur-infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan
sektor swasta untuk membangun infrastruktur fasilitas publik dalam bentuk skema
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (“KPBU”) dengan berlandaskan pada

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan

8 Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur, Pasal 4.



Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (“Perpres 38/2015”). KPBU
berdasarkan Pasal 1 butir (g) Perpres 38/2015 adalah kerja sama antara pemerintah
dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan
mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan
memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.® Berdasarkan definisi
sebagaimana dimaksud di atas, pada prinsipnya melalui konsep KPBU tersebut,
Badan Usaha swasta bertanggung jawab untuk mendesain, membiayai,
membangun, mengoperasikan, memelihara infastruktur selama jangka waktu
perjanjian dan pada akhir perjanjian tersebut badan usaha swasta wajib untuk
mengembalikan infastruktur tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perjanjian KPBU
sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:*°
a. Lingkup pekerjaan;

b. Jangka waktu;

c. Jaminan pelaksanaan;

d. Tarif dan mekanisme penyesuaian;

e. Hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;

f. Standar kinerja pelayanan;

® Indonesia, Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pasal 1 butir (g).

10 1bid., Pasal 32 ayat (2).



g. Pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara komersia;

h. Sanksi dalam para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;

I. Pemutusan atau pengakhiran perjanjian;

J. Status kepemilikan aset;

k. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu
musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;

I.  Mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam melaksanakan
pengadaan;

m. Mekanisme perubahan perkerjaan dan/atau layanan;

n. Mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah dan penerima pinjaman;

0. Penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya
kepada PJPK;

p. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK;

g. keadaan memaksa;

r. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian KPBU sah dan mengikat
para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

S. penggunaan bahasa dalam Perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila
diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai
terjemahan resmi/official translation), serta menggunakan Bahasa Indonesia
dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia; dan

t. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur melalui metode KPBU

tersebut, terdapat aset — aset negara yang digunakan dalam membangun



infrastruktur tersebut, yang pada akhirnya berhubungan dengan pemanfaatan BMN

itu sendiri. Di dalam Proyek KPBU sendiri, bentuk pemanfaatan aset yang

digunakan adalah KSPI. Adapun alasan dari penggunaan KSPI dibandingkan

dengan bentuk pemanfaatan aset BMN lainnya adalah:

a.

b.

KSPI dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha. Badan Usaha sendiri
berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
aerah dan/atau koperasi. Bentuk dari badan usaha tersebut Hal ini sejalan
dengan definisi dari badan usaha menurut PP 27/2014 dan Perpres 38/2015;
Jangka waktu kerja sama pemanfaatan aset melalui KSPI yaitu paling lama 50
(lima puluh).** Hal ini selaras dengan karakteristik dari proyek KPBUyang akan
memakan waktu panjang dalam pelaksanaan proyek (membangun,
mengoperasikan, dan memelihara): dan

Penetapan mitra kerja sama/badan usaha KSPI berdasarkan PMK 164/2014
pasal 50 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur,
sehingga dalam hal ini selaras dengan proyek KPBU, mengingat proyek KPBU
sendiri memiliki pengaturan khusus terkait pemilihan badan usaha melalui
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah/LKPP
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha

11 peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur, Pasal 16 ayat (1).



Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (“Peratutan LKPP
29/2018”).

Terkait dengan perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka
penyediaan infrastruktur, diatur bahwa perjanjian pemanfaatan Barang Milik
Negara untuk penyediaan infrastruktur dituangkan dalam bentuk akta notarial.!?
Sedangkan, di sisi lain, perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara selain untuk
tujuan penyediaan infrastruktur tidak diwajibkan dalam bentuk akta notariil.
Peraturan perundang-undangan terkait tidak menjelaskan alasan di balik ketentuan
yang mengatur bahwa perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara untuk
penyediaan infrastruktur dibuat dalam akta notariil.

Akta notaris sendiri adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan
Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014 (“UUJN”).2 Sehubungan dengan penjelasan akta notaris di atas, akta
autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum, oleh
siapa didalam akta tersebut dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta
itu.1* Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa
yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris memiliki kewajiban

untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh — sunggh

12 peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur, Pasal 78 ayat (2).

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1.

14 Tresna, Komentar HIR, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), hal. 142.



telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara
memabacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberian akses
terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang — udangan yang
terkait bagi para pihak yang menandatangani akta.’> Akta Otentik sendiri memiliki
tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan
antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta
tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para
pihak benar — benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan
pembuktian lahiriah mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan
pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah
menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.2®,
Dalam kata lain, suatu akta dikatakan otentik bukan karena penetapan undang —
undang akan tetapi disebabkan dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat
umum.t’

Sehubungan dengan perjanjian KPBU dan juga perjanjian pemanfaatan
Barang Milik Negara dalam bentuk KSPI, pada prinsipnya kedua perjanjian
tersebut dapat digabungkan menjadi satu kesatuan perjanjian, mengingat perjanjian
KPBU mengatur juga ketentuan mengenai aset, sehingga ketentuan — ketentuan
mengenai aset dan pemanfaatan aset Barang Milik Negara dalam bentuk KSPI

tersebut dapat dimasukkan ke dalam perjanjian KPBU. Namun berdasarkan

15 Tata Nusa, Jabatan Notaris, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2004), hal. 75-76.

16 Sytantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, (Bandung: Cv. Mandar Maju,
1993), hal. 67.

17 1pid., hal. 244.



ketentuan PMK 164/2014 sebagaimana telah dijelaskan di atas, perjanjian KSPI
harus dinotarilkan, sehingga apabila perjanjian KPBU digabungkan dengan
perjanjian KSPI, maka secara otomatis perjanjian KPBU tersebut perlu dibuat
dalam akta notaris. Oleh karena itu, di dalam praktik pada akhirnya perjanjian KSPI
diatur secara terpisah dengan perjanjian KPBU. Di dalam praktik dalam pembuatan
akta notaris KSPI, ditemukan hambatan maupun isu krusial. Isu maupun hambatan
tersebit adalah bahwa isi perjanjian KSPI untuk proyek KPBU cenderung lebih rinci
dibandingkan perjanjian pemanfaatan BMN lainnya dikarenakan besarnya nilai
proyek, lama nya jangka waktu proyek, dan tingginya kompleksitas dan risiko dari
proyek tersebut. Mengingat karakteristik dari perjanjian tersebut, di dalam praktik
masih ditemukan keaadaan dimana notaris cenderung kesulitan untuk menyusun
dan membuat akta notaris KSPI untuk proyek KPBU. Hal ini dikarenakan karena
notaris cenderung belum memahami subtansi dari skema KPBU itu sendiri.
Sehingga dalam praktiknya rancangan perjanjian KSPI (isi maupun subtansinya)
dibuat oleh konsultan hukum dan selanjutnya peran dari notaris sendiri hanya
sebatas menyusun perjanjian tersebut sesuai degan format akta notaris.
Ketidakpahaman Notaris terhadap subtansi akta yang akan dibuat akan betendensi
menimbulkan permasalahan di suatu hari mengingat saat ini Pemerintah Indonesia
saat ini cukup mengandalkan skema KPBU dalam pembanguan infrastruktur,
sedangakan di sisi lain kewajiban penotarilan suatu perjanjian KSPI merupakan
suatu amanat dari peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dalam pembuatan

akta notarial, seorang notaris dituntut untuk terampil dalam menerapkan hukum,
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dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian,
tanpa meninggalkan hukum yang berlaku.*®

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Penulis akan menganalisis
dan melakukan penelitian lebih lanjut terkait urgensi pembuatan akta notaris
terhadap suatu perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka
penyediaan infrastruktur, secara khusus terkait KSP1 dalam bentuk judul tesis:
“NOTARILISASI PERJANJIAN PEMANFAATAN BARANG MILIK
NEGARA DALAM BENTUK KERJA SAMA PENYEDIAAN

INFRASTRUKTUR  (KSPI) PADA PROYEK KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)”

1.2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah
yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana urgensi notarilisasi suatu perjanjian pemanfaatan Barang Milik
Negara dalam bentuk KSPI untuk proyek KPBU berdasarkan peraturan
perundang-undangan terkait?

2. Bagaimana peran lkatan Notaris Indonesia (INI) dalam menghadapi
perkembangan suatu perjanjian, secara khusus terhadap kebutuhan atas

pembuataan akta notaris KSPI untuk proyek KPBU?

18 Notodisuryo, Hukum Notariat di Indonesia (suatu penjelasan), (Jakarta: Raja Grafindo,
1993), hal. 8.

11



1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini,
yaitu:

a. Untuk menganalisis seberapa penting suatu perjanjian pemanfaatan Barang
Milik Negara dalam bentuk KSPI dibuat dala bentuk akta notaris dibandingkan
dibuat dalam bentuk perjanjian lainnya, seperi perjanjian yang dibuat di bawah
tangan.

b. Untuk menganalisis peran dan juga aktivitas yang dilakukan oleh Ikatan
Notaris Indoneisa dalam menghadapi perkembangan perjanjian saat ini, secara
khusus sehubungan dengan perjanjian pemanfaatan aset Barang Milik Negara

dalam bentuk KSPI untuk proyek KPBU.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas,
diharapkan dengan penelitian ini akan dapat memberikan suatu manfaat baik secara
teoritis maupun secara praktis di dalam bidang disiplin ilmu hukum, yaitu:
1.3.2.1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan bahan pemikiran sebagai pengembangan
pengetahuan terkait ilmu hukum serta bahan pemecahan masalah bagi
Notaris dan praktisi hukum terkait jabatan notaris berikut dengan
perannya di Indonesia serta sehubungan dengan pengembangan
infrastruktur di Indonesia, khususnya urgensi dari pembuatan akta

notariil, yaitu dalam hal ini adalah akta notaris KSP1 untuk proyek KPBU.
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1.3.2.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan serta memperluas
wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan
Barang Milik Negara, perjanjian pemanfaatan aset, Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha, profesi Notaris, akta Notaris dan
kelembagaan pada organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia).

b. Bagi Kalangan Akademisi, untu memperluas wawasan mengenai hal-
hal yan berkaitan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara,
perjanjian pemanfaata aset, urgensi penotarilan perjanjian Barang
Milik Negara untuk penyediaan infrastruktur seperti KSPI, Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), profesi Notaris, akta
Notaris dan kelembagaan pada organisasi Notaris (lkatan Notaris
Indonesia) dan dapat menjadi bahan bacaan untuk penelitian
selanjutnya.

c. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan dan menambah
informasi kepada masyarakat secara luas mengenai pemanfaatan
Barang Milik Negara, perjanjian pemanfaata aset, urgensi penotarilan
perjanjian Barang Milik Negara untuk penyediaan infrastruktur seperti
KSPI, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, akta Notaris dan
kelembagaan pada organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia).

Secara khusus bagi penelitian ini juga ditujukan bagi para Notaris,
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yaitu dalam hal ini terkait dengan perkembangan perjanjian di
Indonesia dan bagaimana para notaris dan INI dapat menanggulangi
perkembangan suatu perjanjian, sepeti hal nya akta notaris KSPI untuk

proyek KPBU.

1.4. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab dan setiap bab
tersebut diuraikan kembali dalam sub bab yaitu sebagian uraian yang lebih kecil
dari tesis ini. Semua bagian—bagian dari tesis ini merupakan satu kesatuan yang
saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai
berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini terbagi menjadi enam sub-bab yaitu, latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka konseptual dan sistematikan penulian.
BAB I TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas tentang uraian perjanjian yang terdiri dari
pengertian perbendaharaan negera, pemanfaatan aset negara,
jenis-jenis metode pemanfaatan asset negera, konsep KPBU,
jabatan notaris, dan akta notariil.
BAB Il METODE PENELITIAN
Pada Bab ketiga ini penulis akan menuangkan metode

penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yang
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BAB IV

BAB V

meliputi jenis penelitian, teknik pegumpulan data, teknik
pengolahan data, teknik analisis dan metode pendekatan.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai argumentasi atas premis-premis
yang digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah
penelitian berdasarkan data atau sumbersumber hukum yang
berhasil dikumpulkan penulis.

KESIMPULAN

Bab ini merupakan akhir penulisan atau kesimpulan dari tesis
ini, dan disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan
intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab
berdasarkan hasil penelitian. Disamping itu juga penulis
berusaha untuk mengemukakan saran-saran yang bermanfaat
guna dijadikan bahan pertimbangan pejabat pemerintah yang
berwenang dan notaris. Saran-saran ini merupakan usulan dan

rekomendasi dari hasil kesimpulan.
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